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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAN ATAS IJNDANG.UNDA.\G NOMOR 45 TAHUN 2OO7

TENTANG ANGGARAN PENDAPA'IAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1.. bah-wer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun

sesuat der.fan kebutuhan penyelenggaraan pcmerintahan

negara dan kemampuan dalam menghirnpun pendapatan

negara dalam rangka mewujudlnn perekorromian nasional
yang berdasarkan atas dem,rkrasi ekonomi dengan .prinsip
kebersarnaan, bdrkeadilan, berkelanjutan, berrn'awasan
lingkungdfl, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia
yang arnan dan darnai, adil dan demokratis, serta

merringkatkan kesej ahteraan ralcyat;

b. bahwa sejak ditetapkannya undang-undang l{omor 45

Tahun 2OAT tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2008, telah terjad.i berbagai
perkembangan dan penrbahan keadaan ]'ang s&n$srt

mendasar yang berdampak signifikan pada berbageri

inrCikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pok'ok

kebijakan fiskal dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

eehnja Negara Tahun Anggaran 2C08 sehingga diperlukan

adanya pembahan perkiraan atas APBN 2008;

c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksianaan APBN

Tahun Anggaran ZOO8, perlu segera dilakukan penyesuaian

atas berba[ai sasaran pendapatan negara, belanja negara'

defisit anggaran, sert; kebutuhan dan sumber-sumber

pembiayaan anggarar,.agar rnenjadi lebih realistis dan

Irlampu mendukung 
'pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan ekonomi tahun 2008 dan jangka.menengah,

baik dalam rangka rnendukung kegiatan ekonomi nasional

dal.am memacu pertumbuthan, menciptakan clan rrr€lTrperluas

lapangan kerja; serta meningkatkan kuai.itas pelayatlan' pada

,rr**y*akat dan mengurangi kemiskinan, di sampirrg tetap

**ojag^ stabilitas nasional sesuil.i dengan program

pembangunan nasional;

d.  bahwa . . ,
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bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun
Anggaran 2008 dilakukan Dewan Perwakilan Ralryat (DPR)
bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang
dalam Sttrat Keputusan DPD Nomor ?4|DPD l2OO8 tanggal
27 NIaret 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OOT tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

: 1 . Pasal 5 ayat ( 1), Pasal 20 ayat (21 dan ayat (4)' Pasal

23, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang -Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Norrror 47, T^rmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;

3. UndarLg-Undang Nomor 45 Tahun 2OOT tentang Anggaran
pendafatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor

igg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4778)i

Dengan Persetujuar I Bersarna

D EWAN PERV/AKILAN RAI{YAI' REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

d .

e .

Mengingat

I.INDANG-UNDANG
UNDANG NOI\{OR
PEI\TDAI,A1.AN DAN
200E.

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG"

45 TAHUN 2OO7 TENTANG ANGGARAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN

Menetapkan :

Pasal I
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2OAT tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomo: 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4778) diubah sebagai berikut:

1. Keterrtuan Pasal 1 angka 35 dan 36 diubah, sehingga Pasal 1
angka 35 dan 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

35. Anggaran pend;dikan adalah alokasi anggaran pada
fungsi pendidikan di dalam belanja negara, tidak
termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

36. Perhrtungan persentase anggarart pendiCikan aCalah
perbandingan anggaran pendidikan terhadap
keseluruhan belanja negara

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2]1, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sehagai berikut:

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Fiibah Tahun Anggaran
2008 diperoleh dari sumber-sumber:
a. Peneri.maan PerPajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

c. Penerimaan Hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud
pa,da ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp609 .227.+90.000.000,00 (enam ratus sembilan triliun
dua ratus dua puhrh tujuh miliar empat ratus sembilan
puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan Negara Bukan Pqiak sebagaimana.

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp282.814.-420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh dua

triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus dua

puhft juta lig* ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(4) penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat [1]
huruf c diperkirakan sebesar Rp2.948'635.800'000'00
(dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar

enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratrrs ribu

ruPiah).

(5) Jumla.h
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(5) Jurnlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp89a.990.546.L73.000,00 (delapan ratus sembilan
puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar
lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap,
penjelasan ayat (a) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan I (satu) aya.t, yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huirf a terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internarsional.

(2) Penerimaan pajak d.alam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp580.248,290.000.000,00 (linra ratus delapan puluh

triliun dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus
sembiian puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

a. Pajak penghasilan sebesar Rp305.015.890.000.000,00
(tiga ratus lima trilir-rn lima belas miliar delapan ratus
sembilan puluh j':ta rupiah), termasuk PPh ditanggung
Pemerintah atas komoditi panas bumi dan bunga

obligasi internasional sebesar Rp 1.300.000.000.000'00
(satu triliun tiga ratus miliar rupiah)' yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah sebesar Rp19b,464.000.000'000'00
(seratus sembilan pululr lima triliun empat ratus enam
putuh empat miliar rupiah), termasuk PPN ctitanggung
Pemerintah atas: ft) impor k'rmoditi terigu, gandum,

dan minyak goreng calam negeri sebesar

Rp4.900.0O0.000.000,00 (empat triliun sembilan ra-tus

*iti*t rupiah) dan riil BBM bersubsidi {PT Pe{amina},

dan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk sektor-

sektor tertentu sebbsar Rp 16.800.000.000.000,00
(enam belas triliun delapan ratus miliar rupiah), YanB
pelaksanaannya diatur clengan Peraturan Menteri

Keuangan.

c. Pqjak .
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c. Pejak Bumi dan tsangunan sebesar
Rp25.266.OO0.000.000,00 (dua puluh lima triliun dua
ratus enam puluh enam miliar rupiah).

d, Bea Perolehan Hak atas Tanah ,Can Bangunan sebesar
Rp5.431.200.000.000,00 (lima triliun empat ratus tiga
puhrh satu miliar dua ratus juta rupiah).

e. Cukai sebesar Rp45.7L7.500.O00.000,00 (empat puluh
lrma triliun tujuh ratus tujuh belas miliar lima ratus
juta rupiah).

f, Pajak lainnya sebesar Rp3.353.700.O00.000,00 (tiga
triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus
juta rupiah).

(Za)penerinaan pajek penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a telah memperhitungkan penurunan

larif pph Badan dalarn negeri sebesar 5o/o (lima persen),

untuk perusahaan masuk bursa dengan jumlah sahant

minimal 4}o/o (empat puluh persen), YanB pelaksanaannya
rliatur sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undalg-
Undang Nomor 7' Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nornor L7 Tahun 2000 beserta

penjelasannya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 81

Tatrun ZCOi tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

bagi Wajib Pajak eldan Dalam Negeri yang Berbenruk

Perseroan Terbuka.

(3) Penerimaan pajak perdagaingan internasional

sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf b

diper:i<irakan sebesar Rp28.9 79.2A0.000.000,00 (dua

pt tttft delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh

iernbilan miiiar dua ratus juta rupiah), YmB terdiri dari:

a, Eea masuk sebesar Rpl7.82O,9OO.OOO.OOO,0O (tujuh

belas triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan

ratus juta rupiah), termasuk bea masuk ditanggung
pemerintah untuk sektor-sektor tertentu yang

pelaksanaannya diatur dengan PgSturan Menteri

Keuangan *lb"**t Rp2.000.000.000.000,00 (dua

triliun ruPiah).

b. Bea keluar sebesar Rpl1.158.300'000'000,00 (sebelas

triliun seratus lima pulrrh delapan miliar tiga ratus
juta ruPiah).

(4) Rincian .
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(4) Rinciarr Penerimaan Perpajakan Talrun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam Penielasan ayat ini.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (a) diubah, ayat
(6) tetap, penjelasan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerimaan Negara Bullan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) nuruf b terdiri dari:
a. Penerimaan sumber daYa alam;
b. Bagian pemerintah atas laba ISadan Usaha Mitik

Negara; dan
c. Penerimaan Negara Bukarr Pajak lainnya'

(Zl penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksuci
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar

i?pl 92789,424.468.000,00 (seratus sembilan puluh dua

triliun tduh ratus delapan puluh sembilan miliar empat

ratus dul puluh empat juta empat ratus enam puluh

delapan ribu ruPiah).

(B) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara' 
sebagaimana dinraksud pada ayat (1) - huruf b

cliper.kirakan sebesar Rp3 !.244.300.000.000,00 (tiga

pnt.rrt sahr triliun dua ratus empat puluh empat miliar

tiga ratus juta ruPiah).

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana

dimaksud padJ ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar

R118g.2S0.6bS.90S.000,00 (lima puluh delapan triliun

tujgh ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan

p,rtt"tt lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah)'

(4a) Penerimaan Negara Bukan P41ak lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) r.elah ruemperhitungkan
pengembalian cost-recouery ^ qL Pertamina (Persero)
sebJsar Rpl o.Tsg.660.000,d00,00 (sepuluh triliun tujuh.

ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam'puluh
juta ruplah) yang pengesahan pe:nbuklrannya dilakukan

melalui mekanisrne Rapat umum Pemegang -qaham
(RUPS) PT Pertamina (Persero) tahun buku 2ao7 dan

U"sarannya Uerdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa

Keuangan,

(5) Penunjukan
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f5) Penunjukan pengelola Gelora Bttng Karno datr Komplek

Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dalam

rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'

sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enami bulan sejak

tanggal penetapan Undang-Undang APBN'

(6) Rincia.n Penerimrran Negara Bukan Pajak Tahurr Anggaran

2008 sebagaimana dimaksud pada ayat i2), ayat (3), dan

ayar (a) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan

ayat ini.

S. Ketentuan Pasal 5 
'ayat 

(2l,, ayat (3), dan ayat (4) diubah,

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terdiri

dari:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan

b. Anggaran transfer ke daerah'

(,21 Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar

Rp69 /.07 r.006.590.000,00 (enam ratus semLrilan puluh

tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus

sembilan Puluh ribu ruPiah)'

(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

padaaya t (1 )hunr fbd iperk i rakansebesar
Rp292 .422.8Q0.O83.O00,00 (dua ratus sembilan puluh

dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar delapan

rafi:s juta delapan puluh tiga ribu mpiah).

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO8

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)

diperkirakan sebesar Rp989.493.806.673.000'00

(sembilan ratus clelapan puluh sembilan triliun empat

ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam juta

enamratustduhpuluhtigariburu.piah).

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (a) diubah, dan

ayat (5) dihapus, sehingga Pase.l 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
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Pasal 6

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalanr Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan
atas:
a. Belanja pemerintah pusat rrrerurut organisasi;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
cliperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam
ratr;s sembilan puluh tujuh tnliun tujuh puluh satu
miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rlpiah).

(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh
tujuh triliun tujuh puluh sa.tu miliar enam juta lima ratus
semb:lan puluh ribu rupiah).

(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c
diperkirakan sebesar 1Rp697.071.006.590.000,00 (enam
ratus sembilan puluh tUiuh triliun tujuh puluh satu
miliar enam juta lima ratr:s sembilan puluh ribu rupiah).

(5) Dihapus.

7. Ketentuan PasalT ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b)'
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Peruhahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut
jenis belanja sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c terdiri dari:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang;
c. Belanja modal;
d. Pembayaran bttnga utang;
e. Subsidi;
f. Belanja hibah;
g. Bantuan sosial; dan
tr. tselanja lain-lain.

(1a) 'Iambahan alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak
(BBM) paling banyak sebesar Rp8,254.000.000.000'0c

ia"l"p*tt trifiun dua ratus lima puluh empat miliar
iupiatr) dari realokasi dana cadangan umurn risiko fiskal.

(1b) Dalam
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(l b) Datam rangka pengamanan pelaksanaan subsidi listrik,
PT PLN dapat melaksanakan kebijakan tarif untuk
pslanggan dengan Caya mulai 6.600 (enam ribu enam
ratus) Volt Ampere ke atas.

(21 Perr-rbahan anggaran belanja pemerintah pusat Tahun
Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ay"f 121, ayat (3), dan ayat (4) oirinci lebih lanjut dalam
Satuan Anggaran Per Satuan Keria (SAPSK).

B. Di anteua Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal,'yakni

Pasal 7A dan Pasal '/8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Dalam rangka kesinambungan peiaksanaan };egiatan-

kegiatan untuk mempercepat penanggUlangan

kemiskinan, maka bantuan langsung masyarakat (BLM)

dalam program/kegiatan nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM) yang terdiri dari program

pengembangan kecamatan (PPK), program

perranggulangan kemiskinan perkotaan (P!KP)' program

pengernbangan infrastruktur pedesaan (PPIP), dan

percePatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus

irzn'ir) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun Anggaran 2008, dapat diluncurkan sampai dengan

akhir Aprii ZOO7 sebagai anggaran belanja tambahan

Tahun Anggaran 2009.

(2) Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan

sebagaimana dimaksucl pada ayat (u disampaikan

kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA

Luncuran (DIPA-L) palirrg lambat pada tanggal 16 Januari

2009.

(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimana

climaksud pada ayat (1) dan ayat (21, ditetapkan oleh

pemerintah.

(4) Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaan

tahun jamak terbatas sampai dengan tahun 2009 untuk

mengatasi keperluan mendesak dan belum terprogram'

yangpada tahapawa lsumberdananyaan ta ra la in
berasal dari bantuan soslal penanggulangan bencana'

Pasal 78
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Pasal 78

(t) Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada bulan April
2009, maka:

a. Program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Luncuran (DIPA-L) Tahun Anggaran 2008
untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Provinsi Nanggroe A.ceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utzu'a, dapat diluncurkan
pelaksanaannya sampai dengan akhir Desember 2008.

b. Pendanaan un';uk penyelesaian programlkegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari
sisa anggaran dalam DIPA-L Tahun Anggaran 2008.

(21 Pengerturan lebitr lanjut pelaksanaan luncuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
perrrerintah.

Di antara Pasal 8 dan Petsa, 9 disisipkarn 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur
Sidoarjo maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat dilakukan pergeseran
autarprogram, termasuk trntuk pembelian tanah di luar
peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Kedung
Cangkritg, dan Penjarakan), bantuan kontrak rumah,
tuniangan hidup, biaya evakuasi, serta biaya operasional
dan staf.

(2) Pergeseran alokasi clana antarprogram sebagaimana
dimaksud pada Syat (1) dilaksa.nakan setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan R.alqyat.

Ketentuan Pasal 9 ayat (21 dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 9 berbunyi seb agai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
sr. Dana Perimba.ngan; dan
b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

(2) Dana
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(2\ Dana Perimbangan sebagaimana dinraksud pada ayat (1)

huruf a diperkirakan sebesar Rp278.436.098,789.000,00
(dr-ra ratus tujuh puluh delapan triliun empat ratus tiga
puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta tujuh
ra;us delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian sebagaimana

dirnaksud pada' ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar

Rp 1 J.986.7OL.294.000,00 (tiga belas triliun sembilan

ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta

dua ratus sembilan puluh ernpat ribu rupiah)'

1 1 . Ketentuan Pasal 10 ayat (21 diubah, ayat (6) tetap, dan

penjelasan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana ,:limaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Dana Bagi Flasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus'

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diperkirakan sebesar Rp77 .726.8L2,91 8.000,00

(tduh puluh tujuh triliun tuiuh ratus dua puluh enam

miliar delapan t'atus dua belas juta sembilan ratus

delapan belas ri,bu ruPiah)'

Dana Alokasi Urnum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar

Rp 1 79 .5Q7 .L44.87I .000,00 (seratus tu.iuh puluh

simbilan triliun lima ratus tduh miliar seratus empat

puluh empat juta delapan ratus tduh puluh satu ribu

rupiah).

Dana Alokasi Khu{}u$ sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar

np2 t.2O2. 141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua

ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah)'

Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan

sesuai ttttg*tt ketentu,an dalam Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara

F,emerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah.

(1 )

(21

(3)

(4)

(5)

(6)  R inc ian, . .
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(6) Rirrcian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat

(a) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat

ini.

12. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal L 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

(1) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasalg ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Otonomi Khusus; dan

b. Dana Penyestraian.

(Zl l)ana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp7.510.285.794'000,00

(,:ujuh triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan

puluh lima juta tujuh ratus semtrilan puluh empat ribu

rupiah),

(g) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diperkirakan sebesar Rp6.a76.4L5.500.000'00

(erram triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar empat

ratus lima belas juta lima rattrs ribu rupiah).

13, Ketentuan Pasal t2. ayat (1) clan eyat (21 diubah, sehingga

Pasal 12 berbunYi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hitrah Tahun

Anggaran 2008 sebesar Rp89a.990.546.L73.000,00

(delapan ratus sembilan puluh empat triliun sembilan

ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh

enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

- sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil

dari ,umlah Anggaran Belanja llegara Tahun Anggaran

2008 sebesar Rp989 .499.806.673.000,00 (sembilan ratus

delapan puluh sembilan triliun empat ratus sembilan

puluh . .
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puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus

tujuh pululr tiga ribu rupiah) sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran

2008, diperkirakan terdapat Detrsit Anggaran sebesar

Rp9a.503 .260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun

lima ratus tiga miliar dua raftrs enam p'uluh juta lima

ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari

Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008.

(21 Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008

sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat

triliun lirna ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta

lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar

Rpl OT.616.860.500.000,00 (seratus tujuh tri l iun enam

ratus enarn belas miliar delapan ratus enam puluh

juta lima ratus ribu ruPiah); dan

b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif

Rplg. I 13.600.000.000,00 (tiga belas tri l iun seratus

tiga belas miliar enam ratus juta rupiah)'

(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran

2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini'

14. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal L4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam keadaan terrentu, Pemerintah dapat melakukan

pe:rgeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN

20c'8, yang selanjutnya diusulkan dalam APBN

Perubahan daurtlatau disampaikan dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat'

(2) Dalam
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(2) Dalam hal terjadi perttbahan harga minyak yang sangat

signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang

,litetapkan, Pernerintatr dapat mengambil langkah-

langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi

BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk

mengamankan pelaksanaan APBN 2008, yang selanjutnya

diusulkan dalam APBN Perubahan dm/atau disampaikan

dalam Laporan Keuanganl Pernerintah Rtsat.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 15

L)alam hal realisasi peneritnaan negara tiCak cukup

trntuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada

saat tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana

saldo anggaran lebih (SAL).

Femerintah dapat rrrenerbitkan surat utang Negara untuk

membiayai:

a. Tambahan defisit anggaran dalam hal realisasi

anggaran pendapatan negara dan hibah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 ayat (5), tidak sepenuhnya

memenuhi sasaran yarlg ditetapkan, danlataut

realisasi anggaran belanla negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 aya'i (4) melampaui pagu yang

ditetapkan sebagai akibat dari keadaan tertentu

seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

b. sisa kurang pembiayaan anggaran dalam hal realisasi

pembiayaan allggaran sebagairnana dimaksud pada

Pasal L2 ayat (2) tidak s'epenllhnya mencapai sasaran

yang ditetaPkan; dan/ atau

c. Kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

apabila dana tunai pengelclaan kas tidak cukup

tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun

anggat'an berikutnYa.

(1)

(2t

15. Ketentuan
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Ketentuan Pasal 16'diubah, di
disisipkan I (satu) ayat, yakni
berbunyi sebagai berikut:

antara ayat {1) dan ayat (2)
ayat ( 1 a), sehingga Pasal 16

Pasal 16

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2008 dengan perkembangan danlatau

perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan

Ralryat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan

perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan

Belania Negara Tahun Anggaran 2008, apabila terjadi:

a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sestrai

dengan asumsi yang digUnakan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2008;

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antarunit organisasi,

antarprogram, danf atau antarjenis belanja;

d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 20'38.

(1a) Saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d tidak termasuk saldo anggaran lebih yang

merupakan saldo kas di Badan Layanan Umum (BLU)'

yang penggLlnaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan

sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam

pertanggungj aw'aban pelaksanaan APBN'

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan undang-undang

ten[ang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahum Anggaran 2OO8 berdasarkan

perubahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) untuk

mendapa.tkan persetujuan Dewan Perwakilan Ralqyat

sebelum Tahun Anggaran 2008 berakhir'

Pasal II

undarrg-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Unda::g-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Dissrhkan di Jakarta

pada tarrggal 7 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'

' trd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTAL,TTTA

LEIVjBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOB 63

Salinan sesuai dengan asllnYa

SEKRETARIS NEGARq,
ANGNN,RU

AD SAPTA MURTI
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK JNDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UI'IDAIVG NOIUOR 45 TAHUN 2OO7

TENT,\NG ANGGA.RAN PENDAPAIAhI DAN BELANJA NEGARA

TAF{UN ANGGARAN 2OOB

I .  UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja. Negara (APBN)_Tahun Anggaran 2008

sebagaimana ditetapkan dararn undang-undang Nomor 45 Tahun 2oo7,

dilaksanakan dengan berpeComan pada ketentuan-ketentuarr yang terdapat

dalam undang-U;darrg lio*o, 1z Tahun 2009 tentang Keuangan Negara'

Rencana Kerja pemeriitah (RKp) Tahun 2008, Kerangka Elionomi Makro,

serta pokok-pokok Kebijakan Fisical tahun 2008. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tatrun Anggaran 2008 diarahkan unt'uk memberikan

dorongan terhadap peretotiJmiatt dalam batas kemampuan keuangan

negara dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal

sustain abilitY),

sejak ditetapkannya undang-undang Nomor 45 Tahun 2oo7 tentang

Arrggaran Pendapatan dan netan3a nlgutu Tahun frn$$aran 2008' telah

terjadi perubahan dan perkembangan yang cuk;up berllti pada faktor-faktor

internat maupun eksternal yan; berdampak signifikan pacta berbagai

indikator ekonomi makro, yang inenjadi dasar perhitungan APFN tahun

200g. Asumsi ekcnomi makro yang Aig,rtt*kan dal** APBN taLrun' 2008

adalah sebagai berikrrt: pertumbuhan --kono*i 6,80/o (enam koma delapan

persen), inflasi 6,o0/o (e.ram koma nol perseri),.rata-rata nilai tukar rupiah

Rpg. 100 (sembitan ribu seratus rupiahf p"t us$, rata-rata sulnr bunga sBI-

3 bulan 7,5o/o (tujuh koma lima p"t""tt), rata-rata harga minyak mentah

Indone*i* ilcp) 
'us$oo,o 

(enam pr.,tnt', koma nol dolar Amerika serikat) per

barel, dan rata-rata lifiing minyak 1,034 (satu koma nol tiga empat) juta

barel per har.i. Dalam perkemb',,;;nyn, indikator ekonomi makro yang

digunakan sebagai asumsi dasa, *Lorr-rri makro tersebut dapat menBalami

perubahan sesriai dengan kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai

perkemtangan kondisr ferekonomian dunia terkini,

Di tengah ...
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Di tengah kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang mengalami
penurunan, perkembangan perekoriomian nasional dalam tahun 2008
diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan
u1ian lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun
Anggaran 2008, yaitu sebesar 6,40/o (enam koma empat persen).

Tingkat inflasi dalam fahun 2008 diperkirakan akan mencapai 6,50/o (enam

koma lima persen), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan

dalam APBN tahun 2008 se6esar 6,O0/o (enam koma nol persen). Tingkat

inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditi

pokok seperti kedelai, l"g,ttg, gandum, dan minyak goreng, YanB dipicu

ot.tr keniikan harga tJ*oaitas pangan dunia. Sementara itu, untuk

menghambat kenaikan laju inflasi serta menjaga faktor risiko usaha guna

**ttlr,gkatkan investasi, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2008

ctiperki-rakan sebesar 7,5o/o (fujuh koma lirrra persen), atau sarna dengan

ApBN tahun 2008. Di lain' pitt*t , dengan perkiraan melemahnya dolar

Amerika Serikat dan pengeloiu.u.tt cadangan devisa yang baik, nilai tukar

rupiah terhadap dolai AS diperkirakan sebesar Rp9.100 , (sembilan ribu

seiatus rupiah) per US$, atau sarna dengan APEIN Tahun 2008.

Selanjutnya, keticlakpastian perkembangan politik internasional, temtama

berkaitan dengan ketegangan di ka*asan Timur Tengah, telah

menyebabkan re-latif tinggiiryih*rgu minyak mentah internasional sehingga

aslrmsi rata-rata harg" 
-frinyak 

mJntah Indonesia (ICP) dalam tahun 2008

diperkirakan meningkat menjadi US$95,0 (senrbilan puluh lima koma nol

dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, tifiing minyak tahun 2008

diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN

tahun 2008 yaitu menjadi sebes ar 0,927 (nol korna sembilan dua tujuh) juta

barel per hari, yang disebabkan semakin metrurunnya E9**puan sumur-

sumur tua dalam mernproduksi minyak (nafitral declining), serta belum

optimalnya produksi ladang-ladang baru.

Berdasarkan perubahan berbagai indikator ekonomi makro dalam tahun

200g rersebut, serta berbagai perubaha:r akan kebrjakan yang -dilakukan
untuk menghadapi tantangan-tantangair {a*g dihadapi d4am tahun 2008'

maka daram ,urrgk" *"r[^mankan peraksanaan APBN Tahun Anggaran

200g perlu dilakukan p*"tryr"uaian atas sasaran-sasaran pendapatan

negara dan hibah, belanja ,rlg"r", defisit anggaran, serta kebuhrhan dan

sunrber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan

mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi

tahun 2008

Meskipun terjadi perubahan pada besaran-kresaran asuflrsi dasar ekonomi

makro, yang" p*d. gilirannyl berpengaruh pula pada besaran-besaran

APBN, namun upaya-upaya untuk menyehaikan APBN rnelalui

pengendarian defisit 
""gg"'r"" 

p-"g" tingkat yans aman .terus dilakukan.

untuk itu, pemerintah lf*r mil*k"attal*n hngkah-langkah pengamanan

APBN ],ang terbagi dalam empat kelompok, y*it I Pertarna, optimalisasi

pendaparan, yang *triprrii pinerimaan perpdakan, penerimaan negara

bukan ...
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bukan pajak dan dividen BUMN. Kedua, penghematan belanja, YanB
meliputi: 

-(i) 
penggunaan dana cadangan APBN; (u) penghematan dan

penajaman' prioritas belanja kementerian negara/lembaga (KlLl;

iiitl p"tbaikan parameter procluksi clan konsumsi BBM dan listrik; dan (iu)

efisilnsi di pT pertamina dan PT Pemsahaan Listrik Negara (PLN). Untuk

menjamin kelangslrngan penyelenggaraan pemerintahan, di tengah upaya

p.rr[6"matan bJanja KlL, terdapat kegiatan KIL yang tidak boleh ditunda

petJt<sanaannya, yu.itrr (a) kegiatan-kegiatan untuk mcmenuhi kebutuhan

dasar satuari t<i4a seperti- gaji, honorarium, clan tunjang&n, . serta

penyelenggaraan operasional dan-pemeliharaan perkantgl*" (b) kegiltan-

kegiatan yang p*rriu.rraannya beraial dari hibah, dan (c) kegiatan-keqiT""

yaig o"rrd"r, aarrnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

khusus untuk Badan Layanan ttmum (BLU) dan Badan Hukum Milik

Negara (BHMN). Ketiga, pllot ggaran defisit dan optimalisasi pembireySatt,

melalui penerbitan obligasi/ Suiat Berharga Negara (SBN) dan optimalisasi

pinjaman program. Keempat, ptogt"* stabilisasi harga m'elalui: fl

pengurangan uluan-beban pajak dan bea masuk atas komoditas pangan

,tr*I"gis, ian (ii) penambahan iubsidi pangan'

subsidi ppN dan l3ea Masuk terhadap gandurn dan teP-uTtg . terigu,

melrpakan kebijakan yang diberikan Pemerintah yang tidak bersifat

permanen, tidat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, dan tidak boleh

dipergunakan untuk mengimpor di luar kebutuhan normal maksimal

selama 6 (enam) bulan. xeU-ijatcan rlimaksud dan ketentuan yang mengatur

tentang subsidi'ppN dan bea masuk terhadap gandum dan tepung terigu

selanjutnya dievaluasi oleh DpR RI dala.m forum komisi yang mitra kedanya

(kementerian) mengurusi kebijakan fiskal setelah 3 (tiga) bulan

pelaksanaan.

selanjutnya, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun lg4s, negara mernprioritaskan anggaran pendidikan

dalam APBN dan APED untuk memenuhi kebuiuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 2o,oo/o

(dua puluh koma ,roi p"ri") APBI( dan APBD unruk pendidikan nasional'

Namun menginga.t amanat konstit'si untuk memperhatikan berbagai

bidang lainnya secara keseluruhan, dalam APBN-P Tahun Anggaran 2008

rasio anggaran pendidikan diperkirakan mencapai sekitar 15,60/o (lima belas

koma enam persen). perhitungan anggaran pendidikan tersebut didasarkan

atas nilai perbandingan (dalam p"r*"tt1 antara-alokasi anggaran pada fungsi

pendidikan di dala* u"t*nja negara (iermasuk gaji pendidik, narnun tidak

termasux anggaran pendidikan kerlinasan) terliaa*p keselurtrhan belanja

negara. oefinisi ini mengacu p1q? putusan Mahkamah Konstitusi tanggal

2A Februari 200g Nomor z4lpuu-v 12007 perihal-.g:ttg.rjian undang-

Undang Nomor zo Tahun 200s tentang sistem Pendidikan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO6 tenf'nq n"qg"l"n Pendapatan dan

Beianja Negara Tahun Anggaran 2OO7 terhadap undang-undang. Dasar

Negara nepirutil; Indonesia Tat rrn ig+s. Perhitungan anggaran pendidikan

tersebut ...
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tersebut konsisten dengan amarrat dalam Pasal 31 ayat (a) Undang-Undang

Dasar Negara Republili Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengalokasian

anggaran pendidikan harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pernerintalian Daerah, yang telah menetapkan fungsi

pendidikan (besert* 
"nggarannya) 

dilimpahkan ke daerah, serta Undang-

undang Nomor 14 Tahun ZOOS tentang Guru dan Dosen, yang mendukung

perbaikan kesejahteraan para pendidik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 llnda.ng-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara juncfo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45

Tahun 1OAT tentan[ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -Tahun

Anggaran 2008, *.t 
" 

p"ilU*fr.n atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

rVe[ara Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajrrkan semula ditetapkan sebesar

RpSg L.7T83Ab.ObO.OO0,OO {lima ratus sembilan pufuh

satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar

tiga ratus delapan puluh juta rupiah)'

Ayat (3)
Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan

sebesar Rpl Sr 25A.083 .476.000,00 (seratus delapan

puluh tduh triliun dua ratus tiga pulul enam miliar

delapan put'th tiga juta empat ratus tu;uh puluh enaln

ribur rypiah),
Ayat (a)

penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar

Rp2.139.684.000.000,00 (dua triliun seratus tiga 'puluh

sembilan miliar enam tu.ir.t* delapan puluh empat juta

rupiah).

Ayat (s) ...
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Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun

Anggaran 2008 semtrla ditetapkan sebesar
np7s1.gS4. L4T.|TG.oO0,00 (tujuh ratus delapan puluh

satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus

empat puluh iujuh juta enrpat ratus tujuh puluh enam

ribu rupiah).

3

Ayat (11

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalarn negeri semula ditetapkan

sebesar Rp569 .97I.680.000.000,00 (lima ratus enam

puluh sem-bilan triliun sembilan ratus tujuh puluh satu

miliar enam ratus clelapan pgluh juta rupiah).

Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan

nilai yang aitanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana

dimaksuJ pada 
'ii.rruf 

a dan b tersebut dialokasikan

sebagai belanja subsidi pajak dalarn jumlah yang sama'

Ayat (zal

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerirnaan pajak perdagangan internasional semula

diretapkan *"U"ru.i np22.006.700'000.000,00 (dua

pulutr. dua triliun enam miliar tduh ratus juta rupiah)'

Perrerimaan bea masuk yang ditanggung Pemerintah

(DTP) sebagaimana dimaksud pada !y*f a tersebut

dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam

jurnlah Yang sama.

Yang dimaksud rlengan sektor-sektor terterttu

sebagaimana dimaksud pacla huruf a antara lain ada'lah

sektor migas, panas bumi, listrik, penerb3ngan'

pelayaran, indrrttti terpilih, dan transportasi publik'

Ayat (a)

Penerimaan perpajakan sernula ditetapkan

RpS91.9Z8.3AO.ObO.bOb,OO (lima ratus sembilan

puluh satu triiiun sembilan ratus tujuh P{luh

delapan miliar tiga ratus delapan P{''h 
jutl lrry"h)

UrruUatt menjarli sebesar Rp609 .227,490.000'000'00
(enam ratus simbilan triliun dua ratus dua puluh tujuh

miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)'

Rincian ,..
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Rincian. penerirnaan perpajakan Tahun Anggaran 2008 adalah

sebagai berikut

Jenia Fenerimaan

a. PaJak dalam negerl
4111 Pajak Penghasilan (PPh)

4 t 1l l. PPh minYak bumi dan
gas alam
4 l l l l l  PPhminYakbumi
411112 PPh gas alam

4L\12 PPh nonmigas
4 1 l121 FPh Pasal  2 l
4LLl22 PPh Pasal 22 non

rmpor
411123 PPh Pasal 22 imPor
411124 PPh Pasal 23
411125 PPh Pasal 25/29

orang Pribadi
411126 PPh Pasal 25129

badan
4LtI27 PPh Pasal 26
411128 PPh final dan fiska1

luar.negeri

Slemula
569.9? 1.680.OOO.OOO,OO

305.96 1,420.000.000,00

a, L .649 .820. 000.000,0 0
r 5. l 25.760.000.000,00
26.524.060.000.000,00

'264.31 1.63C .000.000,00
39.500. 500.000.000,00

6.720.800.000.000,00
2 1.638. 140.000.000,00
25.285. 1 30.000.000,00

2.954,800.000.c00,00

r 1 l .  161. 120.000.000,00
1 7.323. 300.000.000,00

39.7 27 .3L0.000.000,00

(dalam ruPlahl

MenJadl
58O.248.29O.OOO.OO0,OO

305.0 I 5. 890.000.000,00

53.649.890.000.000,00
25.665.050.000.000,00
27 .984.840. 000.000, 00

25 I .366.000'000.000,00
39.500. 500.000.000,00

5.158 800.000.000,00
2 1, 567. 300.000.000,c0
20. 563. 500.000.000,00

2.954.800.000.000,00

I 14.073. 500.000.000,00
1 9.087.800.000.000,00

28.459. 800.000. 000, 00

I 95.464.000.000.000,00
25.266.000.000.000'00

5.431.200 000.000'00
45.7 17 .500.000.000.00
45.7 17.500,000.000'00

,+4. 533.900.000.000'00

451.900.000.000,00

73r.700,000.000,00
3.353.700.000 000,00

28.97 I .2OO. OOO. OOO,OO
I ?.820.900.000.000'00
I l, 158.300.000.000'00

4LL2 Pqiak pertarnbatran nilai barang
den jasa dan pqjak penjualan atets
barang **'drtippll aan ppnnul 197'9?6'700'000'000'00

41 t3 eajaklumi aot U*g,rnan (PBB)' 24.159.700.000.000,00
4114 Beir perolehan halc atas tanah dart

bangunan (BPHTB) 4'852'70C'000'000'00

4 l 1 5 P e n d a p a t a n c u k a i ' 4 4 ' 4 2 6 ' 5 3 0 ' 0 0 0 ' 0 0 0 ' 0 0
4 1 1 5 r p ' " a . p * t * C u k a i 4 4 , 4 2 6 . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

41151 1 PendaPatan Cukai
Hasiliembakau 43'571'000'000'000'0C'

4 1 15 12 PendaPatan Cukai- - 
Brttyt i'llcohol 196'800'000'000,00

4 I 1513 PendaPatan Cukai
Minuman Mengandung
BUwf Ail<ohol 658'730'000'000'00

4116 pendapatan p"jal.i""ittttyu 2.944.630.000'000'00

b. PaJak perdegangan lntenqslonal 22'006"?00'000'000'00

4121 pendapatai bea masuk 17.940.800.000.000'00

4tzzPerrdapatan bea keluar 4'065'900'000'000'00

Angka 4
Pasal 4

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat (2)
penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan

sebesar Rp L26.2O3.L7O.+75.0O0,00 (seratus dua puluh

enam triliun dua ratus tiga miliar seratus tujuh puluh

jutaempatratustujuhpuluhl imariburupiah).

Ayat (3) ,..



^-q6(li\*

W
P R E S I D E N

R  E F U B L : K  I N D  O N E S  I A

-7  -

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha
miiik negara sernula ditetapkan sebesar
Rp23 .4Q+.946.000.000,00 (dua puluh tig? triliun empat

ratus empat miliar tig.e ratus empat puluh enam juta

rupiah).
Ayat ta)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula
ditetapkan sebEsar Rp37.6 28.567.00 1'00o,00 (tiga

puluh tujuh triliun enam ratrrs dua puluh delapan

miliar lima ratus enaln puluh tujuh juta seribu rupiah)'

Ayat (4a)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan

sebesar RpI AZ 25O.083 .476.000,00 (seratus delapan

puluh tdrrh triliun dua ratus tiga pul.uh enam miliar

delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam

ribu rupiah) beruuatr menjadi sebesar

Rp28Z .5L4.420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh

dua triliun delapan ratus empat belas miliar empat

ratus dua puluh juta tiga ratui tujuh puluh tiga ribu

ruPiah).

Rincian penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran

20OB adalah sebagai berikut :
(dalam ruPiah)

Jenle Penerlmattn

421 Penerimaan sumher daYa alarn
42Lt PendaPatan minYak bumi

42llL PendaPatan minYak bumi
4212 PendaPatan gas alam

42I2I PendaPatan gas alam
4213 Pendapatan pertambangan umum

42l3ll PendaPatan iuran tetap
421gL2 Pendapatan royalti batrtbara

4214 PendaPatankehutanan
4214'L PendaPatan dana reboisasi
42142 PendaPatan Provisi suntber

daya hutan
42149 Pendapatan iuran hak pr:ngusahaan

Hutan
4215 PendaPatanPerikanart

42151 1 PendaPatan Perikanan
422 Pendapatan Bagieur I'.aba BUMN.

4221 
' 

eagranlemerintah atas laba BUMN

423 PendaPatan PNBP lairrnYa
4231 I Pendepeten petdualan hecil produkei/sita,an

+ZSt ti Pendafatan penjualan hasil pertanian'
kehutanan, dan Perkebunan

Somuls MenJadt

126.203,1?0.475.000,c0 r92.789'414'468'000'00-ea.i i2.000.000.00c,00 
149.1 I 1.310'000'000,00

e+.irz.ooo.ooo.ooo,oo 149.1 I 1.310'000'000'00
5s.60s.0i0.000.000;00 33.8:ls.5s0'000'000'00
ii.oos.oro.0oo.oo0,0o 33.835'550'000'000'00-s.ioo.+ro.4z5.o0o;0o 

6.867.814'468'00o,00-'-trO.OOe.329.00O,0O 
83'040'373'00O'00

s.ziq.Boz.t+o.ooo,oo 6.784'77-4'095'000'00
i.ii+.isooo0.0oo:oo 2.774'750o00'000'00
1.22tg00.000.000;00 1.271'300'000'000'00

l.498.7oO.OOO.OO0,o0 1'498'700'000'000'00

4.75o,0o0.ooo,oo 4.750.000'000,00
20o.000.o0o.ooo,oo 2oo'0c0'000'000'00
ioo.ooo.ooo.0oo;oo 2oo'00o'000'0o0'00

ze.io+.iao.ooo.ooo,oo 31'244'300'000'000'00
ii.+o+.i+o.ooo,oiro,oo 31'244'30o'00o'00o'oo
5i.oie.soz.o01.oo0:oo 59'?q9'q?s'e05'000'00-g,oil.ile.gpt.ooo,oo ?'382'65s'll9'000'0c

2.510.115.000,002.510.115.000,00

4 m 1 1 2 . . .
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423IL2 Per.dapatan penjualan hasil
Pete^'nakan dan Perikatrart

4231 13 Pcndapatan penjualan hasil tambang
+23114 pencapatan penjualan hasil sitaan/

ramPasan dan harta Peninggalan
4231 I5 Pendapatan penjualan obe.t-obatrrn

dan hasil farmasi lainnYa
4231 16 Pendapatan penjualan jnformasi,

Penerbitan, film, survey' Pemetaan
daq hasil cetakan lainnYa

423I LT Penjualan dokumen-dokumen
Pelelangan

423119 Pendapatan penjualan lainnya
423L2 Pendapatan penjualan aset

42312L Pendapatan penjualan rumah,
gedtrng" bangunan, dan tallah

423I2'i Pendapatan penjualan ken daraan
bermotor

4231't3 Pendapatan penjualan sewa beli
423124 Penjualan aset bekas milik asing
423129 Pendapatan penjualan aset lainnya

Yang berlebih / rusak/ dihaPuskan
423L3 Pendapatan sewa

423131 Pendapatan sewa rumah dinas/
rumah negeri

423132 Pendapatan sewa gedung, bang.Lrnan'
dan gudang

423133 Pendapatnn sewa benda-benda
bergerak

423139 Pendapatan sewa benda-benda tak
bergerak lair,nYa

42314 PendaPatanjasa I
423141 Pendapatan rumatr sakit darr instansi

kesehatan lainnYa
429L42 Penclapatan tempat hiburan/taman/

museum dan Pungutan usaha

Pariwisata alarn (PUPA)
423143 Pendapatan surat keterangan, visa'

Paspor' SIM, STNK, dan BPKB
429144 Perrdapatan hak dan perijinan
423 145 Psnclapatan sensor/karantina,

Pen gawasan / Pemeriksaan
423L46 Pe:rdapatan jasa tenaga' peKerJaan'

in formasi, Pelatihan, teknologi,

PendaPatan BPN, PendaPatan D'IBC

fasa Peke$aan dan cukai)
4291.47 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agarrra
423L+8 Pendapatan jasa bandar udara,

kePelabuhanan' dan kenavigasian
423L49 PendaPatan jasa I lainnYa

42315 PendaPatan jasa II
423151 Pendapatan jasa iembaga keuangan

(iasa giro)
'+23L52 Pendapatan jasa penyelenggaraart

telekomunikasi
423155 Pendapatan biaya penagihan Pq*k-

Pajak negara dengan surat Paksa
423157 PendaPatan bea lelang
423159 Pendapatan biaya pengurusan

Piutang tlan lelang negara
423159 PendaPatan jasa II lainnYa

42gL6 Pendapatan buf<an pajak dari luar negeri
42gL6L Pendapatan dari pemberian surat

Perj alanan RePublik Indonesia
423162 Pendapatan dari jasa p(:ngurusan

dokumen konsuler
4.23L7 PcndaPatan'runga

429179 PerrdaPatan bunga lainnYa
4232I Penrlepatan kejaksaan dan peradilan

4232L'I Pendipatan legaiisasi tanda tangan

4232L2 Pendapatan pengesahan surat di
bawah tangan

423213 Pendapatan uang meja (leges) dan
uparr iada panit-ra badan pengadilan

9.778.91O.000,00
2.5?3.989.525.000,00

r).465.178,00C,OO

z'Jl.c,1 1.000,00

5i.84 8.788.00(' ,00

234 603.000,00
I .364.36r.000,00

43.9L3.719.000,00

721.529.000,00

1.813.144.000,00
30.026.309.000,00
10.0J0.000.000,00

1.351.937.000,00
54.566,090.000,00

15.394.614.000,00

33.223.785.000,00

3.983.254.000,00

1.964.437.000,00
12.77 4.412, 135.000,00

2.800.929.603.000,00

30.172.066.000,00

2.571.Q36.960.000,00
4.685.682.977.000,00

51.302.889.000,00

2.058.115.895.000,00
68.849.760.000,00

505.864.300.000,00
2.457.685.000,00

2.O22.984.414.000,00

39.923.001.000,00

1.067.857.143.000,00

3.328. r40.000,00
3r.384.307.000,00

42.269.360.000,00
838.222.473.000,00
379.4A9.943.000,00

56.648.876.000'00

322.76t.067.001,00
1.342.531. 103.000,00
1.342.531.103.000,00

33.766.987.O00'00
1.163.642.000'00

275.5J5.000,00

9.778.91O.000,00
3.353.221.2s3.000,00

9.465. 178.000,00

231.91 1.000,00

5.848.788.000,00

234.603.000,00
1.364.361.000,00

43.913.719.000,00

721.529.000,00

1.813.944.000,00
30.026.309.000,00
10.000.000.000,00

1.351.937.000,00
54.566.090.000,00

15.394 614.000,00

33.223.785.000,0d

3.983.254.000,00

r.964.+37 .Q00,O0
L3.7 2l .817. 009. 000. (t0

2.800.929.603.000,00

30.r72.066.000,00

2.571.036.960.000,00
5.627.087.851.000,00

5 I .302.889.000,00

2.064.Ll5.895.000,00
68.849.760.000,00

505.864.300.000,00
2.457.685.000,00

2.O25.579.539.000,00

39.923.001.000,00

1.069.340.072.000,00

3.328.140.000,00
31.384.307.000,00

42.269.350.000,00
839.334.669.000,00
379.409.943.000,00

56.648.876.000,00

322.761.067.000,00
1.342.531.103.000.00
1.342,531.103.000,00

33.766.987.000.00
1.163.642.00J,00

275.505.000'00

(peradilan) '..
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(Peradilan)
423214 Pendapatan hasil denda/tilang dan

sebagainYa
+232L5 PendaPatan ongkos Perkara
4'23219 P:ndapatan kejaksaan dan peradilan

lainnya
42331 Pendapatan Pendidikan

423311 Pendapatan uang pendidikan
423312 Pendapatan uang ujian matsuk,

kenaikan tingkat, dan akhir pcndidikan
423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik
4233L9 Pendapatan pendidikan lainnya

423+1 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tatrun anggaran berjalan
4234L1 Pene:imatn kembali belanja pegawar

pusat
423+12 Penerimatur kembali belanja pensiun
423413 Penerimaan kembali belanja lainnya

ruPiatr murni

423+2 Pendapatan dari penerimaan kerrbali belan ja

tahun anggarnn Yang lalu
423+21 Pintrimaan kembali belanja pegawai

pusat
423429 Penerimaan kembali belanja lainnya

ruPiah murni
42.3424 Penerimaan kembali belanja lain

Pinjaman luar negeri
42943 Penclapatan laba bersih hasil penjualan BPM

4234t2 Fendapatan minyak mentatr DMO
429439 l)endap atan lainnya dari kegiatan

Hulu Migas
42344 Perrdapatan pelunasan piutang

4234+l Pe;rdapatan pelunasan piutang
non-bendahara

423+42 Pende.patan pelunasan ganti rugi atas
kerrrgian yang diderita oleh negata
(masuk TP/TGR) bendahara

42347 Pendapatan lain-lain
42347 I Penerimaan kembali persekot/uang

muka gaji
42?+72 Penerimaan denda keterlambata-r

penyelesaian pekerjaan pemerintah .
423473 Pendapatan atas denda administrasi

BPHTE}
423475 Per-dapatan denda pelanggaran

di bidang Pasar modal
423476 Pendapaian dari gerakan nasional

rehabiiitasi hutan dan lakran {GNRHL)
423477 Pendaparan registrasi dokter/

dokter gigi
423479 Pendapatan anggaran lain-lain

42348 Pendapatan luran Badan Usafia
4234&1 Pendapatan iuran badan usaha dan

kegiatan usaha PenYediean dun

Pendistribusian BBM
423482 Pendapatan iuran badan usatra dan

kegiatan usaha Pengangkutan gas
bumi melalui PiPa

424L1 Pende.patan gratifikasi dan uang sitaan hasil

korupsi
424{11 Pendnpatan uang sitaan hasil korupsi

yang tltah ditetapkan pengadilan
424L12 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan

KPK menjadi rnilik negara

676.830.000,00

20.834.900.000,00
9.303.210.000,00

1.5I2.900.000,oo
4.599.509.370.000,00
4,O27,998.545.000,00

23.543.285.000,00
25.227.186.000,00

522.740.354.000,00

1,431.993.000,00

996.993.000,00
170.000.000,00

265.000.000,00

2.507.502.000,00

983.648.000,00

1.5r9.224.000,00

4.630.000,00
6.456,470.000.000,00
6.456.470.000.000,00

4.831.411.555.000,0;

4.828.980.000.000,00

2.431.555.000,00
2.006.227.969.000,00

2.066.213.000,00

3.739.322.000,00

38.318.000,00

12.500.000.000,00

325.O00.Oo0.ooo,00

2.500.000.000,00
1.660.384,116.000,00

429.900.830.000,00

329,8+2.200.000,00

100.058.630.000,00

26.500.000.000,00

25.400.000.000,00

1.500.000.000,oo

676.830.000,00

20.834.900"000,00
9.303.210.000,00

1.512.900.000,00
4.599.509.370.000,00
+.027.998.545.000,00

23.543.285.000,00
25.227.186.000,00

522.740.334.000,00

1.431.993.00C1,00

996.993.000,00
170.000.000,00

265.000.000,00

52.591.456.000,( '0

983.648.000,{)0

51.603. 178.000,00

4.630.000,00
20. 590.230. 000.000,(10

9.850.570.000.000,00

10.739,660.000.000.o0
8.33 1.4 1 1,555.00(),00

8.328.980.000.000,00

2.431.555.000,00
3.764.881.192,000,00

2.066.213.00U,00

3.739.322.00C),00

38.318.000,00

I 2.500.000.00(t,00

2.083.653.2?3.000,00

2.500.000.000,00
1.66 3.384.  1  16,000,00

429.900.830.000,00

329.842.200.o00'00

100.058.630.000,00

26.500.000.000,00

25.000.000.000,00

1.500.000.000'00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula ditetapkan

sebesa, Rp573-.+gO.O29.428.000,00 (lima ratus tduh

puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam

ratus t":"ft puluh sembilan juta empat ratus ciua puluh

delapan ribu ruPiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula ditetapkan sebesar

npzS t.22g.462.718.000,00 (dua ratus delapan puluh

satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat

ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas

ribu ruPiah).

Ayat (a)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran

2008 semula ditetaPkan sebesar

Rp854.660 .142.146.000,00 (delapan ratus lima puluh

empat triliun enam ratus enam puluh miliar seratus

empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu

rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

CukrrP jelas.

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula

ditetapkan sebesar Rps79.430.679.428.000,00 (lima

ratus.tujuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh

miliar enaln ratus tuiutr puluh sembilan juta empat

ratrrs clua puluh delapan ribu rupiah)'

Ayat (3)

Belanja pemerintahpusat tTl919Tt ^ 
fungsi semula

ditetapkan sebesar Rp573. 490.679.428'000,00 (lima

ratus'tujuh puluh tiga triliun empat rahrs tiga puluh

miliar enam ratus tujrrh puluh sembilan juta empat

ratus dua puluh delapan ribu rrrpiah)'

Avat (4)

BelanjaPemerintahPusatmenurutjenisbelanjasebesar
Rp697. ATL.006.590.000,00 (enam tatus sembilan puluh

tujuh triliun t"i"rt puluh satu miliar enam juta lima

ratus sembilan'pnf.tit ribu rupiah) t't**suk tambahan

untuk Gerakar, Nasional nerrauilitasi Hutan dan Lahan

(GNRHL) sebesar Rp 1 .758.6 59,223.000,00 (satu triliun

tujuh ...
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tduh ratus lima puhrh delapan miliar enam ratus lima

pnt rft dga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)'

Ayat (5)

DihetPus

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka I

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7}3

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 8A

Cukup jelas.

Angha 10

Pasal 9

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar

Rp266.2b0.135.2 tb.OOO,OO (dua rafu3 enam puluh

enam triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus

tiga puluh limaiuta dua ratus seprrluh ribu rupiah)'

Ayat (3)

Dana otonomi khusus darr penyesuaian semula

ditetapkan sebesar Rpl 4.449.327.5Q8'000,00 (empat

belas tril.iun errrpat ratus empall puluh semtrilan miliar

tiga ratus dua piltnft tujutr juta lima ratus delapan ribu

ruPiah).

Angka 11

Pasal 10

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat (21 ...
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Ayat (2)

Dana bagi hasil semtrla ditetapkan sebesar
Rp66.O7O.849.339.00(),00 (enam puluh enam triliun
tujuh puluh miliar d,:lapan ratus empat puluh sembilan
juta tiga. ratus tiga pulutr sembilan ribu rupiah).

Ayat (3)
Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar
Rp I 79.5O7 .L44.871 .000,00 (seratus. tduh puluh

sJmbilan triliun lima ratus tujuh miliar seratus empat
puluh empat juta delapan ratus tduh puluh satu ribu

rupiah).
Ayat (a)

I)a.na rilokasi khusus semu]'a ditetapkan sebesar
Rp2 L.202.141.000.000,00 (dua putuh satu triliun dua

ratus dua rniliar seratus ernpat puluh satu juta rupiah)'

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana perimbangan sebesar Rp27E.436'098'789'000'00
(dua *t r* t rjrrli puluh delapan triliun empat ratus li*u
puluh enarn miliar sembilan puluh delapan juta tduh

ratus delapan 1:uluh sembilan ribu rupiah), termasuk
pembayut*. keturangan dana bagi hasil (DBH) tahun

2OOT , terdiri dari:
(datem ruPtnhl

l. Dana Bagi Hasil (DBH)
a. DBH Pdak

i. DBH Pajak Pengbasilan
- Pajak Penghasilan Pasal2l
- Peiak Penghasilan Pasal 25/29

orang Pribadi
ii. DBH Peial< Buroi dan Bangunan
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan
b. DBH Sumber DaYa Alast

i. DBH SDA MinYak Bumi
ii. DBH SDA Gas Bumi
iii. DBH SDA Pertambangan Umum

- Iuran TetaP
- RoYalti

iv. DBH SDA Kehutanan
- Provisi Sumber DaYa Hutan
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan
- Dana Reboisasi

v. DBH SDA Perikanart

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Ktrusus (DAI(!

Semula MenJadt

66.0?0.849.339.000,00 77,726.8t2.918'000'00
io.sgs.o+0.960.000;00 s5.926.2t4.0s6'000'00-e.agr.000.000.000,00 

8.491.255.447'000,00
i.s00.r00.000.000,00 7.9oo.290.212'000'00

590.960.000.000,o0 590.965'235'OO0,oo
22.ssg.8s0.960.000;00 22.001.916'9s7'000,00

4.852.700.000.000,00 5.433.041.652'000'00
zg.iiz.zo8.3?9.000,00 41.800.598'862'000'00
ii.es0,6s0.000.000;00 22.23s,280'000'000'00
io.izo.ls0.o00.o00:00 11.363.490.000'000'00- 
+.zqs.tz8.3?9.000:00 6.330.548'862'000,00-sg.ee0.663.000;00 

125.477 '719'000,00
4.19r.841.716.000:00 6.205.071'143'000'00
i.iri.zeo.ooo.ooo,oo 1.711'280'000'000,00
i.ige.goo.o0o.000;00 1.198.960'000'000,00

3.800.000.000;00 3.800'000'000,00
soa.szo.ooo.ooo,oo 508'520'000'000'00
too.ooo.o0o.000:00 160'o0o'000'000'oo

179.50?.144.871.000,00 I79.507'144'871'000'00
2l.2O2,l41.OOO.OOO,OO 2L'2O2'141'0oo'oo0'o0

Angka L2 .. .
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Angka 12

Pasal 1 I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp7.510.285.794.000'00
(tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus
delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh

empat ribu rupiah), terdiri dari:

Alokasi dana otonomi khusus Papua sebesar
Rp3.590. L42.897.000,00 (tiga triliun lima ratus
sembilan puluh miliar seratus empat puluh dua juta

delapan ra[us serrrbilan pulufu tujuh ribu rupiah),

terulama digunakan untuk pendanaan pendidikan

dan kesehatAn, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan
2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU)

secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak
tahun 2OO2. Dana otonomi khusus Papua tersebut
diperuntukkan bagi kabupaten, kota, dan provinsi di

Pr-ovinsi Papua, serta kabupaten dan kota di Provinsi
Papua Barat, dengan dasar pembagian

mettggunakan basis perhitungan jumlah kampung
secara proporsional'

Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar

Rp3.59 0.L42.897.000,00 (tiga triliun lima ratus

sembilan puluh militrr seratus empat puluh dua juta

delapan iatus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

untuk mendanai pembasgunan, terutama

pembangunan dan pemeliharaan infrastmktur,
pemberdayaan ekonomi ralryat' pengentasan

kemiskinat, serta pendanaan pendidikan, sosial,

dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun

sejali 2008, dengan rincian: untuk tahun pertama

""*pai 
dengan tahun kelima belas besarnya setara

dengan 2 (due) p(:rsen dari pagu dT* alokasi umum

(DAU) secara 
'nasional, 

dan untuk tahun kgenam

Lelas' sampai dengan tahun kedua puluh besarnya

setara dengan 1 1satul persen dari pagu dana alokasi

umum (DAU} secara nasional'

1 .

2.

3.  Dana . . .
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3. Dana tambahan infrastr'uktur Provirrsi Papua
sebesar Rp330.C)00.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh
rniliar rupiah), terutama dihrjukan untuk
pembiayaErn pembanggnan infrastruktur, sesuai
dengan Pasal 34 ayat (3) hurui f undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Pa.pua.

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar
Rp6.939.O4L.7 L4.000,00 (enam triliun sembilan ratus

tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh

ratus empat belas ribu rupiah) berubah nrenjadi sebesar

Rp6.476.4L5.500.000,00 (enam tril iun empat ratus

tujuh puluh enam nriliar empat ratus lima belas juta

lirna ratus ribu.rupiah), terdiri dari:

Dana penYeimbang DAU sebeszu'

RpZ4Z.B3S.S9C.OO0,00 (ciua ratus empat plluh dua

*iliat delapan ratus tiga puluh lima juta linra ratus

ribu rupiarr1, yang dialokasikan kepada daerah

tertentu yarrg mengalami Pentrrunan DAIJ sebesar

TSa/o (tujih putuft fma persen] atau sarnpai dengan

100% (seratus per$en) dibandingkan dengan

perolehan DAU tahun 2OO7 di luar dana

penyesuaian.

Dana tunjangan kependidikan sebesar

Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus

triiliut rupiah) yang dialokasikan untuk membantu

daerah 
-dalam 

iangka mendanai kebutuhan

tunjangan kependidikan bagi guru'

Dana sarana clan prasarana Provinsi Papua Barat

$ebesar Rp670,000,00Q,000,00 (enam ratus tuiuh
puluh miiiar rupiah) yang. dialokasikan kepada
itemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, untuk

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana fisik.

Dana infrastruktur sarana dan prasarana sebesar

Rp4. 163.580.000.000,00 (empat triliun seratus enam

p.rtrrrt figa miliar lima ratus delapan puluh juta

rupiah) V*S dialokasikan liepada. daerah tertentu

sebagai p"igratan desentrali:sasi fiskal melalui

p""VEaia# dan pengernbange' sarana dan

prasarana fisik, serta iaran* lainnya yang juga

menjadi umsan daerah.

1 .

2.

3 .

4.

5.  Dana . . .
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5. Dana a lokasi cukai sebesar Rp200.000.000.000,00
(dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan kepada
daerah penghasil cukai tembakau untuk
melaksanakan penugasan dari Pemerinmh ctalam
rangka mengurangi cukai palsu (cukai . ilegal),
sosialisasi peraturan dan penretaan industri rokok

;f#l#ffit'l;1"ng-undans 
Nomor 3e rahun

Angka lJ
Pasal 12

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar
np761.gs4. t47.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh

satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus
empat puluh iujuh jr:ta empat ratus tujuh puluh elam
ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun
Rnggaran 

' 
COOS serrrula ditetapkan sebesar

npas+,660. L42.146.000,00 (delapan - rltus lima puluh

empat triliun enam ratus enam puluh miliar seratus

empat pulutr dua juta seratus empat puluh enaln ribu

*fji"ttl, dan nefiiit Anggaran Tahun Anggaran 2-008

semula ditetapkan s'ebCiar Rp73.305.994.670.000,00
(td uh puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan
ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tduh
puluh ribu ruPiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 berubah dari

semula npzs.305 .99,+.670.000,00 (tduh puluh- lietn
triliu:r tiga ratus lima miliar senrbilan ratus sembilan
puluh eripat juta enaln ratus tduh puluh ribu rupiah)

menjadi sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan

putufr empat triliun li:na ratus tiga miliar dua' ratus
(rnAlnpuluhjutalimaratusriburupiah}.

Rincian defisit anggaran
sebagai berikut:

Tahu:r Anggaran 2008 adalah

{dalam ruPlah}

MenJadi '

Pendapatan Negara dan Hibah
Belanja Negara
Delisit Anggaran

Ayat (2)

a. PembiaYaan dalam negeri
RP89 .97 5.295. 5OO'0OO,0O

781.354. 147.476.000,00 894.990.546' 173'000,00
e5a.OOO. L42.L46.AOO,OO 989.493.806'673'000,00
-is.ios.gg+.ozc.ooo,oo -94.503.26c's00'000,00

semula ditetaPkan sebesar
(delapan Puluh sembilan

triliun ...
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triliun sembilan ratus tduh puluh lima miliar dua

ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu

rupiah);

b, Pembiayaan luar negeri neto semula ditetapkan

sebesar negatif Rp16,669.300.830.000,00 (enam

belas triliun 
-enam 

ratus enam puluh sembilan miliar

tiga ratus juta delapan ratus tiga puhrh ribtr rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar

Rp94.Sbg.260.500.000,00 (sembilan puluh empat tri] jun

lima ratus tiga'miliar dua ratuti enam puluh jutei' lima

ratus ribu ruPiah) terdiri dari:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar

Rp 1 07-.616.860,500.000,00 (seratus tujuh tri l iun

enam ratus enam belas miliar delapan ratus enam

puluh juta linra ratus ribu rupiah) terdiri dari:
(dalam ruPiahf

Semula MenJadi

a, perbankan datam negeri 300.000.000.000,00 -11.700'000'000'000'00

b, ftott-p"tU"nf.an dalairnegeri 89.675-.295.500.000,00 119'316'860'500'000'00

i . P l n l * j s a d ( n e t o ) 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 ' 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ' 0 0
ii. Penjualan aset program A aFn nnn n^rr /

- ffisiffifi""Jiffit", n, 393:!!!:!!llii:ii "?:?!l:133:333:333:33iv. Dsra.investasip"*"ti"i"ft 
' 

-4.000.000.000.000,00 -2823'139'500'000'00

Pembiayaan perbankan dalam negeri terdiri dari :

i. Penggunaan rekening dana investasi sebesar

n6tib.000.000.000,00 ltiga ratus miliar rupiah)'
dan

ii. Penambahan saldo anggaran lebih (sAL) yang

disimpan pada rekening PtT:ryt"h di Bank
Indonesia sebesar Rp12,000.000.000.000,00
(dua belas triliun ruPiah).

surat berharga negara (sBN) neto merupakan selisih

""i*" 
p"rr"fuitari ciengan pemba-vc.ran pokok dan

pembelian kembaii. Penerbitan sBN tidak hanva

dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi

:"i* mencakup pl*n*iUitan SBN dalam valuta asing

di Pasar intei'nasional'

Komposisi jumlah dan jenis instnrmen sBN yang

akan diterbitkan, pembayaran pokok dan pembelian

kernbali sBN, 
'*t 

"t 
diu.t tt lebih lanjut oleh

pernerintah dengan mempertimbangkan situasi yang

berkemt'ang di pasar, sampai dengan target neto

PembiaYaan SBN tercaPai'

Untuk ...
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IJntuk mendukung pembanggnan trarrsportasi di
Ibukota Negara Republik Indonesia, Pemerintah
memberikan jaminan pembangunan proyek monorail
di Jakarta, Dalam rangka mendukung
pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW
(sepuluh ribur megawattl berbahan bakar batu bara
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN),

Pemerintah memberikan jaminan penuh atas

kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN kepada

kreditur perbattkan. Jaminan Pemerintah tersebut

diberikan dengan memperhitungkan risiko fiskal
yang mungkin terjadi ke depan. Jaminan tersebut

Lt 
"" 

dipeihitungkan sebagai pinjaman pemerintah

kepada PT PLN aPabila terealisir'

Pencairan dana pt:njaminan infrastruktur dalam

belemja lain-lain mengilinrti pencairarr dana

dukungan infrastruktur, yang sekarang disebut

dana investasi Pemerintah, yang telah berjalan

selama ini,

Da.na investasi pemerintah sebesar negatif

Rp2 .829,139.50C.000,00 {dua triliun delapan ratus

dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan
juta lima ratu* ribu rupiah) termasuk dana

iestrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)'

2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif

Rpls. ir9.600.000.000,00 (tiga belas triliun seratus

tiga belas miliar enam ratus juta rupiah), terdiri dari:
(dalam ruPlnbf

Semula MenJadi

42.g8g.g10.000.000,00 48. 141.300.000.000,00
r9.110.000.000.000,00 26.390.000.000.000,00
2i.s2g.st0.000.000,00 2r.75r.300.000'000,00

b. knbEroan cicilan Pol:ok utalg
luar negeri 

s' rv"v'- -59.65g.610,g30.000,00 -6r.254.900.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup qem-biayaan 
'utang

luar negeri selain dari surat berharga negara
internasional.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

1' Keadaan clarurat,, yaiftr keadaan yanq sulit

direncanakan, baik dari aspek saat kejadian

dan /a tauaspekkebuhrhandanapadasaa t

a. Peoarikan pinjamen luar negeri
(bruto)
i. Hr{rnmProgram
ii. Ph1irorm ProYek

Angka 14
Pasal 14

kejadiall, ...
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kejad.ian, yang memungkinkan adanya risiko politik,

ekonomi, dan sosial yang besar manakala kebutuhan
dana tidak da.pat dipenuhi pada saat kejadian.

2. Kead,aa.n yang menyebabkan adanya tambahan
kewajiban negara yang tim'rul akiba.t perubahan

asumsi indikator ekonomi makro (harga minyak,

tifting, nilai tttkar rupiah terhadap clolar Amerika

Seriliat, dan suku bunga Sertifikat Bank Indcnesia

tiga bulan) yang iia* dapat diperkirakan

*ebelu*nya. Kewajiban dimaksud berupa

pembayai"tt pokok dan burrga 'utang, subsidi bahan

takar minyaf, serta subs'idi tistrik. Hal ini dilakukan

selain untuk menghindari adanya tagihan-tagihan
kepada Pemerintah pada tahutn-tahun mendatang,
jrri* dalam upaya menjaga kinerja arus kas bagi

pi[ak-pihak terkait, dalam hal ini BUMN yang

menerima penugasan dari Pemerintah.

/ryat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan yang signifikan"

aaailn apabila p"tkitaan ha.'ga rata-rata minyak

mentah Indonesia (Ind.onesian Crude PricelICP) dalam

satu tahun di atas US$ 100 (seratus dolar Amerika

serikat) per barel yang berdampak pada pelampauan

beban subsidi.
yang dimaksud dengan "langkah-langkah kebijakan

dan/atau langkah-langkah lainnya" meliputi langkah-

langkah kebijakan dalam rangka pengendalian volume

BBIT9I bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi,

dan/atau kebijalan fiskal lainnya yang terkait'

Angka 15

Pasal 15

CukuP jelas.

Angka 16

Pasal 16

CukuP jelas.

Pasal II

Cukup jelas
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